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PEMERTNTAH KABUPATEN KUDUS 

PERATIJR.\N DAERAH KABUPATEN KUDUS 

NOMOR 10 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Menimbang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUP A TI KUDUS, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang - undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengatur Penyusunan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa ; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Kabupaten dalaJn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839 ); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahon 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 

4. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 
Menteri Dalarn Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa ; 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur 
Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalarn 
Negeri ; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ; 

Memperhatikan ... .. 
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Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rak')'at Dacrah Kabupaten Kudu., t:anggaJ 
24 Juli 2000 Nomor 910/16/2000 tentang Pcrsetujuan Dewan Perwakilan 
~akyat Daerah Kabupaten Kudu.9 alas Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus tentang Penyu1nman Angg.1ran Pendapatan dan Bclanja 
Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ; 

Menetapkan 

Dengan pcrsctujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 

MEMUTIJSKAN : 

PERA11JRAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Bupati adatah Bupati Kudus; 

b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur clan menguru.~ kepentingan masyarakat setempat berdasarkan a~al 
usu! dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan 
Nasional dan berada dalam Kabupaten ; 

c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa clan Baclan Perwakilan Desa ; 

d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 

e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah baclan 
perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa 
yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ; 

f. Peraturan Desa adalah Naskah dinas yang berbentuk peraturan penmdang -
undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan 
persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dalam rangka melaksanakan urusan 
tumah tangga Desa, Peraturan Daerah Kabupaten, clan atau peraturan 
perundang - undangan yang lebih tinggi ; 

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan 
dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan 
dan diterjemahkan dalam angka-angka dengan satuan rupiah, yang memuat 
perkiraan batas terendah penerimaan dan perkiraan batas tertinggi 
pengeluaran keuangan desa; 

h. Keputusan ..... 
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h. Keputusan ~:pala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa sebagru tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Desa· 

' 
i. !:ntutan perb~~daharaan adalah suatu tata cara penghitungan terhadap 

ndaharawan Jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan 
clan ~erhadap bendal1arawan yang bersangkutan diharuskan mengganti 
kerugian; 

j. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Kepala Desa atau 
Perangkat Desa yang bukan bendaharawan, dengan tujuan untuk menuntut 
penggantian atas kerugian yang diderita oleh Desa sebagi akibat langsung 
~upun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang 
dilaln1kan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut atas kelalaian 
dalam pelaksanaan tugas clan kewajibannya. 

BAB II 

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN 

Bagian Pertama 
Penetapan Anggaran 

Pasal 2 

Setiap menjelang Tahun Anggaran barn, Bupati memberikan pedoman 
penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa. 

Pasal 3 

( l) Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan 
Desa selambat - lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Angaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

(2) Tahun Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa adalah sarna dengan 
Tahun Anggaran Negara. 

Pasal 4 

(1) Sebelum rapat untuk menetapkan Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Desa dilangsungkan, terlebih dahulu harus disiapkan rancangan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa oleh Kepala Desa. 

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) 
hari sebelum rapat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 5 

( 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian Penerimaan 
dan bagian Pengeluaran. 

(2) Bagian ... .. 
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(2) Bagian Pengeluaran tercliri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan. 

Bagian Kedua 
Perubahan Anggaran 

Pasal 6 

( 1) Apabila terjadi pcrubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan, dapat dilakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan penetapan 
Peraturan Desa. 

(2) Penetapan Peraturan Desa sebagimana dirnaksud ayat (1) Pasal ini 
dilak11kan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan. 

(3) Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Bagian Ketiga 
Perhitungan Anggaran 

(1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun 
anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai 
Perhitungan Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa. 

(2) Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

BABill 

TATA USAHA KEUANGAN DESA 

Pasal 8 

(1) Tata usaha keuan.gan Desa clilaksanakan dengan mempergW1akan Buku 
Administrasi Keuangan Desa. 

(2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini dilakukan Bendaharawan Desa. 

(3) Kepala Desa pada setiap awal tahun anggaran mengangkat 
Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa. 

( 4) Bendaharawan Desa diangkat dari Kepala Urusan Keuangan. 

(5) Apabila Kepala Urusan Keuangan Kosong atau berhalangan Kepala 
Desa clapat mengangkat urumr staf lainnya sebagai Benclaharawan Desa. 

(6) Setiap .. ... 
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( 6) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat daJam 
Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan 
dcsa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan 
buk1i pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 9 

( 1) Pengeluaran tidak dapal dibcbankan pada anggaran desa jika untuk 
pcngeluaran tcrscbut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam 
anggaran desa. 

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atau 
beban anggaran desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan 
dalam anggaran desa. 

(3) Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan temyata terdapat kegiatan yang 
membutuhkan pengeluaran keuangan Desa yang sifatnya mendesak dan 
belum disediakan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dcsa, maka dengan persctujuan BPD Kepala Desa dapat menganggarkan 
kegiatan tersebut yang untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 10 

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hema~ terarah 
dan terkendali sesuai dengan program kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa. 

Pasal 11 

Bendaharawan Desa mempunyai tugas dan fungsi : 

a. melakukan kegiatan pencatatan secara tertib dan sistemati.s atas semua 
penerimaan dan pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran dalam Buku 
Administrasi Keuangan Desa ; 

b. menerima setoran - setoran yang mernpakan pendapatan desa yang 
disertai dengan tanda setoran rangkap dua, asli untuk penyetor, tindasan 
disimpan oleh Bendaharawan Desa ; 

c. melakukan penyimpanan surat tanda bulcti setor atas pendapatan desa dan 
surat tanda bukti pengeluaran atas beban anggaran desa ; 

d. melakukan pembayaran terhadap pengeluaran-pengeluaran yang 
membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

BAB IV 

TUNTUT AN PERBENDAHARAAN DAN TIJNTUT AN GANTI RUGI 

Pasal 12 

Tuntutan perbendaharaan dapat diselesaikan dengan cam : 
a. upaya damai ; 
b. melalui proses tuntutan perbendaharaan desa. 

Pasal 13 .... 

""' 
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Pasal 13 

(1) Upaya damai sebagaimana dimaksud huruf a Pasal 12 Peraturan Daerah 
ini dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai atau angsuran oleh 
Bendaharawan selambat - Jambatnya I ( satu) tahun sejak ditanda 
tanganinya SW'at Pemyataan Kesanggupan Membayar disertai dengan 
barang jaminan yang nilainya dianggap cukup, disaksikan oleh BPD dan 
Kcpala Desa. 

(2) Apabila Bendaharawan Desa tidak dapat melaksanakan pembayaran 
angsW'an dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat 
Pernyataan, maka barangjaminan dapat dijual secara umum atau dilelang. 

(3) Apabila nilai basil penjualan barang jaminan kurang dari jumlah kerugian 
yang clibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh yang 
bersangkutan dengan memotong dari penghasilan yang diterirna atau cara 
lain yang memungkinkan. 

( 4) Apabila nilai basil penjualan barang jaminan melebihi dari jumlah 
kerugian yang dibebankan maka kelebihannya dikembalikan kepada yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang 
berlaku. 

Pasal 14 

( 1) Apabila Bendaharawan Desa temyata ticlak bersedia menyelesaikan 
pembayaran melalui upaya damai, maka Kepala Desa dapat melaksanakan 
melalui proses Tuntutan Perbendaharaan Desa. 

(2) Bendaharawan . Desa dapat menyampaikan keberatan atas tuntutan 
sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Desa selambat -
lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Surat Tuntutan. 

(3) Apabila selama 10 (sepuluh) hari yang bersangkutan tidak menyampaikan 
keberatannya, maka Kepala Desa rnenetapkan Keputusan Kepala Desa 
tentang Pembebanan Tuntutan Perbendaharaan Desa. 

( 4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, 
clijadikan dasar untuk melakukan pemotongan pengbasilan tetap atau 
penghasilan lainnya, yang harus tunas da1am waktu selambat - lambatnya 
1 (satu) tahun. 

Pasal 15 

Apabila tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa 
terdapat unsur pidana atau perdata maka selain clituntut melalui Tuntutan 
Perbendaharaan Desa, perkaranya juga dapat dilimpahkan kepada pejabat 
yang berwenang. 

Pasal 16 

Selama Bendaharawan Desa menjalani tuntutan, Kepala Desa dapat 
menunjuk salah seorang dari unsur staf atau perangkat desa yang lain sebagai 
pengganti sementara dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 17 ..... 
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Pasal 17 

Tuntutan ganti rugi dapat diselcsaikan dengan cam : 
a. upaya damai. 
h. mdalui proses hmtulan ganti rugi. 

Pasal 18 

(1) Pclaksanaan upaya damai dilakukan dengan pembayaran sccara tunai atau 
angsuran dalam waktu selambat - Jambatnya l(satu) tahun sejak ditanda 
tanganinya Surat Pemyataan disertai dengan barang jaminan yang 
nilainya dianggap cukup. 

(2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak dapat melaksanakan 
pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam Surat Pemyataan, 
maka barang jaminan dapat dilelang. 

( 3) Apabila nilai hasil pet\iualan barang jaminan lmrang daii jumlah kerugian 
yang dibebankan, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh yang 
bersangk11tan dengan memotong daii penghasilan yang diterirna atau cara 
lain yang memungkinkan. 

( 4) Apabila nilai hasil penjualan barang jaminan melebihi dari jumlah 
kemgian yang dibebankan maka kelebihannya clikembalikan kepacla 
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang 
berlaku. 

Pasal 19 

( 1) Apabila Kepala Desa a tau Perangkat Desa temyata tidak bersedia 
menyelesaikan pembayaran mdalui upaya damai, maka BPD dapat 
menyampaikan Tuntutan Ganti Rugi secara tertulis. 

(2) Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat menyampaikan keberatan atas 
tuntutan ganti rugi kepada BPD selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari 
setelah diterimanya Surat Tuntutan. 

(3) Apabila selama 10 (sepuluh) ha1i yang bersangkuatan tidak 
menyampaikan keberatannya, maka BPD menetapkan Surat Keputusan 
tentang Pembebanan Ganti Rugi. 

(4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dijadikan 
dasar untuk mela)mkan pcmotongan penghasilan tetap atau penghasilan 
lainnya yang hams lunas dalam waktu selarnbat-lambatnya 1 (satu) tahun. 

Pasal 20 

Apabila tindakan atau kesalahan yang dilalmkan okh Kepala Desa atau 
Perangkat Desa terdapat unsur pidana atau perdata maka selain dituntut 
melalui ganti rngi, perkaranya juga dapat dilimpahkan kepacL1 pejabat yang 
berwenang. 

Pasal 21 ... .. 
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Pasal 21 

( 1) Untuk membantu Kcpala Desa dan 13PD dalarn menvclesaikan Tuntutan 
Perbendah:ir:ian Desa cbn TunLutan Ganti Rugi, Pe~crintah Dcsa clapat 
n;embentuk Tim K.husus yang anggotanya ditetapkan mclalui k:eputusan 
Kepala Dcsa. 

(2) Keputusan Kepala Desa sebagai.mana clim.iksud ayat ( l) Pasal ini ditctapkan 
selelah ml.!ndapal perselujuan BPD. 

BAB V 

PENG AW ASAN DAN PERT ANGGUNGJA W ABAN 
KEUANGAN DESA 

Pasal 22 

Penga,vasan atas ketertiban kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan anggaran 
dilah-ukan oleh Kepala Desa, BPD dan atau Bupati. 

Pasal 23 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilaksanakan melalui 
pe1tanggungjawaban Kepala Desa. 

(2) BPD dapat meminta keterangan secara langsung clati Kepala Desa. 

(3) BPD cLlpat minta bantuan kepada Bupati untuk rnelaksanakan 
pemeriksaan keuangan desa. 

( 4) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD paling sedikit 
dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. 

Pasal 24 

(1) Pada saat berakhimya pekeijaan, Perangkat Desa yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan yang telah 
rnengajukan pennintaan uang mempertanggungjawabkan pengduaran -
pengeluaran itu kepada Kepala Desa dengan disertai tanda buk1i - tanda 
bukti pengeluaran. 

(2) Setelah disetujui pertanggungjawaban pengeluaran sebagairnana 
di.maksud ayat ( 1) Pasal ini, Kepala Desa memerintahkan Bendaharawan 
Desa untuk menyimpan tanda - tanda buk1i tersebut. 

Pasal 25 

Pertanggungjawaban keuangan Kepala Desa disampaikan clalam rapat BPD 
bersamaan dengan pertanggungjawaban Kepala Desa pada setiap akhir tahun 
anggaran. 

BAB VI ... .. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALlliAN 

Pasal 26 

K.cputusan Dcsa tcntang Penetapan Anggaran Pcncrimaan dan Pengeluaran 
Kcuangan Dcsa yang tclah .ida sebelum bcrlalomya Pcraturan Daerah ini masih 
tclap herlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTIJP 

Pasal 27 

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati . 

Pasal 28 

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Disahkan di Kudus 
pada tanggal 24 Juli 2000 

KUDUS, 

ADJAT 
Diundangkan di Kudus 
pada t.mggal 24 Juli 2000 

' ' ._..,,. -
~:-- .U -D· 0 ,-,:; 

---==-~~•' 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 16 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN KUDUS 

NOMOR 10 T AJ-ITJN 2000 

TENTANG 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

I. PENJELASAN rn.ruM 
Berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pcmc~tahan 

Daerah, seluruh Sumbcr Pcndapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa 
yang ditetapkan seliap tahun anggaran oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Baclan Petwakilan 
Desa dengan Peraturan Dcsa. 

Scbagai dasar huk1Jm penctapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka 
mewujudkan sis1em pengangga.ran yang te11ib dan teratur, diletapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus tenlang Penyuswrnn Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa setiap tahun tersusun claJam rangkaian sistem 
penganggaran, yang diatur melalui tata cara penyusunan anggaran yang melipuli : 
a. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; 
b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; 
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
setiap tahunnya. 

IL PENJELASANPASALDEMIPASAL 

Pasal 1 s.d Pasal 28 : culmp jelas. 
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